SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 20/HK.04-Kpt/6203/Sek-Kab /VII /2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK
HUKUM PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka keseragaman proses

serta meningkatkan pelayanan  akses
informasi hukum di lingkungan Komisi
Pemillhan Umum  Kabupaten Kapuas
dipandang perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur Pengunggahan Produk
Hukum pada Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Tingkat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada
huruf a tersebut, perlu menetapkan
Keputusan Komisi  Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas Standar Operasional
Prosedur Pengunggahan Produk Hukum pada
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
di Tingkat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas.

Mengingat...
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Mengingat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

6. Peraturan ...
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6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen
dan Informasi Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor  134/KPts/KPU/Tahun
2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 673/TIK.01-
Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan
Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi  Pemilihan Umum
Republik Indonesia;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 533 /HK.04-
Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan ...
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

-

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas Nomor 523/HK.04-
Kpt/6203 /KPU-Kab/XI/2020 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas.

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 561/SJ/V/2017 tanggal 15 Mei
2017 Perihal Pengaktifan Laman JDIH KPU
Provinsi.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM  KABUPATEN KAPUAS TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM PADA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS.
Standar Operasional Prosedur Pengunggahan
Produk Hukum pada Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : ...
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KEDUA

mulai berlaku pada tanggal

Keputusan ini
ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

TTD

OTOVIANUS

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi

WIS/

Pemilihan Umum

N ten Kapu
*\\.\‘\ ub Bagial} Hukum,
oy i -
SEKRETARIA’
9\ Gag isti 0

*
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : /HK.04-Kpt/6203 /Sek-
Kab/VIII/2021

TENTANG  STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK
HUKUM PADA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK
HUKUM PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
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